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A B S T R A K
Pembangunan infrastruktur perdesaan dihadapkan pada adanya kenyataan akan terbatasnya kemampuan
pendanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah, sehingga pembangunan infrastruktur
perdesaan akan sulit dilaksanakan bila hanya mengandalkan dana publik semata. Dalam kondisi seperti
ini, maka diperlukan upaya penggalian alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur perdesaan diluar
pendanaan pemerintah. Salah satu alternatif sumber pendanaan infrastruktur perdesaan yang cukup
potensial adalah program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau dikenal dengan CSR (Corporate
Social Responsibility) yang diselenggarakan oleh badan usaha (korporasi). Hal ini membuat penulis
tertarik untuk menganalisis model implementasiCSR pada sektor perkebunan kelapa sawit dalam
pembangunan infrastruktur perdesaan di Kabupaten Kubu Raya dengan judul “Model Implementasi CSR
(Corporate Social Responsibility) Pada Sektor Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Kubu Raya Dalam
Pembangunan Infrastruktur Perdesaan” yang diharapkan dengan adanya program CSRdapat membantu
kebutuhan bagi warga setempat. Tujuan dari penelitian ini adalah : (1) Mengetahui model implementasi
CSR yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam pembangunan
infrastruktur perdesaan di Kabupaten Kubu Raya. (2) Mengetahui pandangan masyarakat terhadap
program CSR yang sudah dilakukan oleh perusahaan-perusahan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif (paradigma non-positivisme)
menekankan pada pemahaman terhadap realitas sosial. Penelitian ini dilaksanakan di PT. Sintang Raya
yang berlokasi di Kecamatan Kubu, karena perusahaan ini merupakan korporasi yang bergerak di bidang
perkebunan sawit yang memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat. Dari temuan penelitian
serta merujuk dari tinjauan pustaka, menggambarkan bahwa pola implementasi CSR PT. Sintang Raya
adalah model implementasi “Keterlibatan Langsung”, dimana perusahaan menjalankan program CSR
secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke
masyarakat tanpa perantara. Untuk menjalankan tugas ini, PT. Sintang Raya menugaskan salah satu
pejabat seniornya. Infrastruktur-infrastruktur yang dibangun PT. Sintang Raya melalui program CSR,
sebagai berikut : (a) Pembangunan jalan Desa Ambawang sepanjang 2.000 meter; (b) Penimbunan Jalan
dan Pembangunan Jembatan di Desa Pelita Jaya; (c) Pembangunan kantor Kapala Desa Mengkalang.
Untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR maka perusahaan harus mengakui
bahwa permasalahan masyarakat adalah milik mereka juga. Tidak hanya itu, perusahaan juga harus
bersedia menanganinya. Itu dasarnya untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
Jadi hanya dengan mengakui masalah apa yang ada di masyarakat dan itu menjadi bagian mereka, maka
CSR lebih mudah dilakukan. Sebab suatu rencana strategis dibelakang program-rogram CSR bisa jadi
akan memberi kontribusi bagi pengurangan kemiskinan dan ketidakadilan sosial di masyarakat.




dihadapkan pada adanya kenyataan akan
terbatasnya kemampuan pendanaan peme-
rintah, baik ditingkat pusat maupun daerah,
sehingga pembangunan infrastruktur perde-
saan akan sulit dilaksanakan bila hanya
mengandalkan dana publik semata. Dalam
kondisi seperti ini, maka diperlukan upaya
penggalian alternatif pembiayaan pembang-
unan infrastruktur perdesaan diluar penda-
naan pemerintah. Salah satu alternatif
sumber pendanaan infrastruktur perdesaan
yang cukup potensial adalah program
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau
dikenal dengan CSR (Corporate Social
Responsibility) yang diselenggarakan oleh
badan usaha (korporasi).
Pada saat ini, perusahaan tidak lagi
dihadapkan pada tanggung jawab yang
berpijak pada aspek keuntungan secara
ekonomis saja, yaitu nilai perusahaan yang
direfleksikan dalam kondisi keuangan,
namun juga harus memperhatikan aspek
sosial dan lingkungannya, atau yang biasa
disebut Three Bottom Line. Sinergi dari tiga
elemen ini merupakan kunci dari konsep
pembangunan berkelanjutan (Sustainable
Development).
Penerapan aktivitas CSR yang
berkembang di Indonesia, sesuai regulasi
pemerintah dalam Undang-Undang No. 40
tahun 2007 tentang perseroan terbatas pada
pasal 74, bahwa kegiatan CSR atau
tanggung jawab sosial merupakan suatu
kegiatan yang diwajibkan dan dilaksanakan
berdasarkan pada kepatutan dan kewajaran
sesuai dengan peraturan pemerintahan.
Fokus utama dalam undang-undang terdapat
pada pasal ke 74 yakni, lebih mewajibkan
pada suatu kegiatan usaha di bidang atau
yang berkaitan dengan sumber daya alam
untuk melakukan kegiatan tanggung jawab
sosial perusahaan.
Kabupaten Kubu Raya, Provinsi
Kalimantan Barat terdiri dari 9 kecamatan
dan 117 desa, dengan luas wilayah lebih
kurang 6.985,24 Km² atau 698.524 Ha
(BPMPD Kabupaten Kubu Raya, 2014),
terdapat 30 Perusahaan yang memiliki izin
usaha perkebunan yang berlokasi di setiap
kecamatan Kabupaten Kubu Raya
(Disbunhuttam Kabupaten Kubu Raya,
2015), namun sebagian masyarakat di
sekitar perkebunan masih hidup dalam
kondisi yang memprihatinkan yang
menyebabkan sebagian besar di antaranya
tidak memiliki daya cipta untuk
berkembang. Masyarakat di lain pihak
berhadapan dengan perkebunan yang
modern yang dilengkapi dengan sarana dan
prasarana yang memadai dan kehidupan
SDM-nya yang telah mapan. Bersamaan
dengan suasana keterbukaan dan iklim yang
demokratis, situasi tersebut tidak jarang
menjadi bibit atau sumber munculnya
konflik antara masyarakat dengan pihak
perkebunan.
Hal ini membuat penulis tertarik
untuk menganalisis model implementasiCSR
pada sektor perkebunan kelapa sawit dalam
pembangunan infrastruktur perdesaan di
Kabupaten Kubu Raya dengan judul “Model
Implementasi CSR (Corporate Social
Responsibility) Pada Sektor Perkebunan
Kelapa Sawit Di Kabupaten Kubu Raya
Dalam Pembangunan Infrastruktur
Perdesaan” yang diharapkan dengan adanya
program CSRdapat membantu kebutuhan
bagi warga setempat. Dengan tujuan agar
pembangunan infrastruktur yang ada di
daerah ini dapat mencapai sasaran serta
mampu mengangkat kesejahteraan
masyarakat setempat. Diharapkan juga
bahwa pembangunan yang dilakukan sesuai
dengan tata lingkungan yang baik serta pola
pembangunan yang telah direncanakan dapat
dilaksanakan secara berkesinambungan.
1.2. Perumusan Masalah
Dalam beberapa tahun terakhir cukup
banyak investor berinvestasi di Kubu Raya,
namun Bupati Rusman Ali menilai hingga
sekarang masih banyak perusahaan yang
belum maksimal menjalankan program
Corporate Social Responsibility (CSR) .
Padahal program ini sebagai salah satu
bentuk kepedulian perusahaan untuk
mendorong pembangunan daerah. “Kalau
saya lihat secara umum hingga sekarang, ada
perusahaan yang sudah melakukan CSR-nya
dengan baik dan masih banyak juga
perusahaan yang belum melakukan dengan
baik,” kata Rusman. Agar penyaluran semua
CSR perusahaan bisa berjalan maksimal,
Rusman Ali mengaku sejak beberapa waktu
lalu telah berkoordinasi dengan Wakil
Bupati dan sejumlah pihak terkait lainnya
untuk melakukan pendataan terhadap
sejumlah perusahaan baik yang telah
menjalankan CSR perusahaannya maupun
yang belum maksimal menyalurkan CSR-
nya (tribunpontianak.co.id, 8 maret 2016).
Bertitik tolak dari hal tersebut di atas,
maka yang menjadi permasalahan dalam
penelitian ini adalah:
1) Bagaimana model implementasi CSR
yang dilakukan oleh perusahaan-
perusahaan perkebunan kelapa sawit
dalam pembangunan infrastruktur
perdesaandi Kabupaten Kubu Raya?
2) Bagaimana pandangan masyarakat




Berdasarkan permasalahan yang telah
dipaparkan maka yang menjadi tujuan
penelitian ini adalah :
1) Mengetahui model implementasi CSR
yang dilakukan oleh perusahaan-
perusahaan perkebunan kelapa sawit
dalam pembangunan infrastruktur
perdesaandi Kabupaten Kubu Raya.
2) Mengetahui pandangan masyarakat




Berdasarkan data dari Dinas
Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan
Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2015
terdapat 30 Perusahaan Perkebunan yang
memiliki izin usaha perkebunan yang
berlokasi di setiap kecamatan di Kabupaten
Kubu Raya. Mengingat luas wilayah dan
jumlah perusahaan yang cukup banyak dan
berbagai keterbatasan yang ada pada
penulis, serta keterbatasan akses data-data
CSR pada beberapa perusahaan yang
didapatkan, agar penelitian ini menjadi lebih
fokus penulis coba meneliti/membatasi
bahwa:
1) Wilayah penelitian hanya dilakukan pada
perusahaan PT. Sintang Raya yang
berlokasi di Kecamatan Kubu.
2) Fokus penelitian menyangkut masalah
model implementasi CSR Dalam
Pembangunan Infrastruktur Perdesaan.
1.5. Lokasi Penelitian
PT. Sintang Raya memiliki 9 desa
binaan yang terletak di Kacamatan Kubu,
yaitu Desa Ambawang, Desa Olak-olak,
Desa Pelita Jaya, Desa Dabong, Desa Sungai
Selamat, Desa Seruat II, Desa Seruat III,
Desa Mengkalang dan Desa Mengkalang
Jambu. Desa-desa tersebut merupakan desa
yang termasuk di dalam kawasan areal
perkebunan kelapa sawit PT. Sintang Raya.
Mengingat luasnya wilayah serta
berbagai keterbatasan yang ada pada
penulis, maka lokasi penelitian difokuskan
pada Desa Ambawang, Desa Pelita Jaya dan




Corporate dalam Bahasa Indonesia
memiliki arti yaitu perusahaan; Social
memiliki arti kehidupan dalam masyarakat
atau segala sesuatu yang berhubungan
dengan kehidupan bermasyarakat;
sedangkan, Responsibility memiliki arti
yaitu Tanggung Jawab. Pengertian CSR
(Corporate Social Responsibility)dalam
kenyataannya tidak dapat diartikan per kata
karena CSR merupakan satu bagian yang
memiliki istilah sendiri.
Menurut Dr. Hendrik Budi Untung,
CSR adalah komitmen perusahaan atau
dunia bisnis untuk berkontribusi dalam
pengembangan ekonomi yang berkelanjutan
dengan memperhatikan tanggung jawab
sosial perusahaan dan menitikberatkan pada
keseimbangan antara perhatian terhadap
aspek ekonomis, sosial dan lingkungan
(Hendrik Budi, 2008:1).
Pengertian CSR tertuang didalam
peraturan perundang-undangan Republik
Indonesia, yaitu pada Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas, Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Pasal 74
yang menyatakan:
1) Perseroan yang menjalankan kegiatan
usahanya di bidang dan/atau berkaitan
dengan sumber daya alam wajib
melaksanakan Tanggung Jawab Sosial
dan Lingkungan.
2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan kewajiban perseroan yang
dianggarkan dan diperhitungkan sebagai
biaya perseroan yang pelaksanaannya
dilakukan dengan memperhatikan
kepatutan dan kewajaran.
3) Perseroan yang tidak melaksanakan
kewajiban sebagaimana ayat (1) dikenai
sanksi dengan ketentuan peraturan
perundangundangan.
4) Ketentuan lebih lanjut mengenai
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2.2. Tujuan CSR
Tujuan CSR yang terdapat dalam
penjelasan umum Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,
Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 106 yaitu untuk
mewujudkan pembangunan ekonomi
berkelanjutan guna meningkatkan kualitas
kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat
bagi perseroan itu sendiri, komunitas
setempat, dan masyarakat pada umumnya.
Didalam penjelasan Pasal 15 b Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67,
tujuan CSR yaitu untuk tetap menciptakan
hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai
dengan lingkungan, nilai, norma, dan
budaya masyarakat setempat.
Berdasarkan tujuan yang dapat diperoleh
dari penjelasan umum Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas, Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 dan
penjelasan Pasal 15 b Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal,Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, nampak
bahwa tujuan CSR juga memiliki keterkaitan
dengan tujuan negara yang di antaranya
adalah memajukan kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa.
Pelaksanaan CSR bagi perusahaan
juga memiliki banyak manfaat, antara lain:
1) Mempertahankan dan mendongkrak
reputasi serta citra merek perusahaan.
2) Mendapat lisensi untuk beroperasi
secara sosial.
3) Mereduksi risiko bisnis perusahaan.
4) Melebarkan akses sumber daya bagi
operasi usaha.
5) Membuka peluang pasar lebih luas.
6) Mereduksi biaya, misalnya terkait
dampak pembuangan limbah.
7) Memperbaiki hubungan dengan
stakeholders.
8) Memperbaiki hubungan dengan
regulator.
9) Meningkatkan semangat dan
produktivitas karyawan.
10) Peluang mendapatkan penghargaan
(Kompas, 4 Agustus 2007).
Dengan demikian CSR merupakan usaha
yang membawa dampak positif kepada
perusahaan jangka panjang. Jangka panjang
yang dimaksud adalah usaha dari suatu
perusahaan akan lebih lestari atau
berkesinambungan karena pekerjanya
memperoleh kesejahteraan dan betah untuk
bekerja pada perusahaan, sehingga proses




diantaranya yang menjadi pondasi dasar
yaitu: Charity Principle dan Stewardship
Principle. Charity Principle adalah kegiatan
yang dilakukan oleh perusahaan untuk
memberikan bantuan sukarela kepada
seseorang atau kelompok yang membutuh-
kan. Kegiatan ini biasanya dalam bentuk
kegiatan karikatif. Stewardship Principle
adalah tindakan perusahaan untuk
mempertimbangkan kepentingan setiap
pihak yang dipengaruhi oleh keputusan
maupun kebijakan perusahaan. Hal ini
dilakukan oleh perusahaan karena adanya
kesadaran bahwa adanya ketergantungan
perusahaan dengan masyarakat sekitar.
Kegiatan ini dilakukan dengan cara
pendekatan stakeholders, sehingga mampu
menyeimbangkan kepentingan dan kebutuh-
an setiap kelompok yang beraneka ragam
didalam masyarakat (Anne T, 2008:48).
Dengan mendasarkan pada 2 (dua) pondasi
CSR tersebut, dapat diketahui bahwa
pelaksanaan CSR dalam perusahaan terdapat
dalam berbagai bentuk, tetapi dari
keseluruhan tersebut, hanya ada 2 (dua)
penerapan CSR yang dominan atau yang
paling menonjol, yaitu penerapan CSR
dengan meletakkan CSR sebagai kegiatan
yang menyatu dengan inti bisnis (core
business/inline) dan penerapan CSR yang
meletakkan CSR sebagai kegiatan diluar inti
bisnis atau yang sering kita sebut sebagai
Charity, Karikatif, Philanthrophy.
2.4.  Model CSR
Archie B. Caroll, 1979 (Professor at
the University of Georgia) dalam Bing
Bedjo Tanudjaja, 2006 (Perkembangan
Corporate Social Responsibility di
Indonesia), Sedikitnya ada empat model atau
pola CSR yang umumnya diterapkan oleh
perusahaan-perusahaan di Indonesia, yaitu:
1) Keterlibatan langsung. Perusahaan
menjalankan program CSR secara
langsung dengan menyelenggarakan
sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan
sumbangan ke masyarakat tanpa
perantara. Untuk menjalankan tugas ini,
sebuah perusahaan biasanya menugaskan
salah satu pejabat seniornya, seperti
corporate secretary atau public affair
manager atau menjadi bagian dari tugas
pejabat public relation.
2) Melalui yayasan atau organisasi sosial
perusahaan. Perusahaan mendirikan
yayasan sendiri di bawah perusahaan atau
groupnya. Model ini merupakan adopsi
dari model yang lazim diterapkan di
perusahaan-perusahaan di negara maju.
Biasanya, perusahaan menyediakan dana
awal, dana rutin atau dana abadi yang
dapat digunakan secara teratur bagi
kegiatan yayasan. Beberapa yayasan
yang didirikan perusahaan diantaranya
adalah Yayasan Coca Cola Company,
Yayasan Rio Tinto (perusahaan
pertambangan), Yayasan Dharma Bhakti
Astra, Yayasan Sahabat Aqua, GE Fund.
3) Bermitra dengan pihak lain. Perusahaan
menyelenggarakan CSR melalui kerja-
sama dengan lembaga sosial/organisasi
non-pemerintah (NGO/LSM), instansi
pemerintah, universitas atau media
massa, baik dalam mengelola dana
maupun dalam melaksanakan kegiatan
sosialnya. Beberapa lembaga
sosial/Ornop yang bekerjasama dengan
perusahaan dalam menjalankan CSR
antara lain adalah Palang Merah
Indonesia (PMI), Yayasan Kesejahteraan
Anak Indonesia (YKAI), Dompet
Dhuafa; instansi pemerintah (Lembaga
Ilmu Pengetahuan Indonesia/LIPI,
Depdiknas, Depkes, Depsos); universitas
(UI, ITB, IPB); media massa (DKK
Kompas, Kita Peduli Indosiar).
4) Mendukung atau bergabung dalam suatu
konsorsium. Perusahaan turut mendiri-
kan, menjadi anggota atau mendukung
suatu lembaga sosial yang didirikan
untuk tujuan sosial tertentu. Dibanding-
kan dengan model lainnya, pola ini lebih
berorientasi pada pemberian hibah
perusahaan yang bersifat “hibah
pembangunan”. Pihak konsorsium atau
lembaga semacam itu yang dipercayai
oleh perusahaan-perusahaan yang
mendukungnya secara pro aktif mencari
mitra kerjasama dari kalangan lembaga
operasional dan kemudian mengembang-
kan program yang disepakati bersama.
Proses pemberdayaan masyarakat
dapat dilakukan melalui beberapa tahapan
mulai dari menentukan populasi atau
kelompok sasaran; mengidentifikasi masalah
dan kebutuhan kelompok sasaran;
merancang program kegiatan dan cara-cara
pelaksanaanya; menentukan sumber
pendanaan; menentukan dan mengajak
pihak-pihak yang akan dilibatkan;
melaksanakan kegiatan atau mengimplemen-
tasikan program; hingga memonitor dan
mengevaluasi kegiatan. Kegiatan-kegiatan
pemberdayaan biasanya dilakukan secara
berkelompok dan terorganisir dengan
melibatkan beberapa strategi seperti
pendidikan dan pelatihan keterampilan
hidup (life skills), ekonomi produktif,
perawatan sosial; penyadaran dan
pengubahan sikap dan perilaku; advokasi:
pendampingan dan pembelaan hak-hak
klien; aksi sosial: sosialisasi, kampanye,
demonstrasi, kolaborasi, kontes; atau
pengubahan kebijakan publik agar lebih
responsif terhadap kebutuhan kelompok
sasaran. Berbeda dengan kegiatan bantuan
sosial karitatif yang dicirikan oleh adanya
hubungan “patron-klien” yang tidak
seimbang, maka pemberdayaan masyarakat
dalam program Community Development
didasari oleh pendekatan yang partisipatoris,
humanis dan emansipatoris yang berpijak
pada beberapa prinsip sebagai berikut :
- Bekerja bersama berperan setara.
- Membantu rakyat agar mereka bisa
membantu dirinya sendiri dan orang lain.
- Pemberdayaan bukan kegiatan satu
malam.
- Kegiatan diarahkan bukan saja untuk
mencapai hasil, melainkan juga agar
menguasai prosesnya.
2.5. Pengaturan CSRdi Indonesia
Perhatian pemerintah dalam rangka
memberikan kesadaran pihak-pihak dalam
sektor bisnis yang melaksanakan kegiatan
usaha di Indonesia akan pentingnya
melaksanakanCSR demi menjaga image
baik perusahaan dan keberlanjutan kegiatan
perusahaan diwujudkan dengandiregulasi-
kannya atau diaturnya ketentuan mengenai
CSRantara lain :
1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas, Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 106.
2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal, Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 67.
3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003
tentang Badan Usaha Milik Negara,
Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor
70.
4) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) Nomor : PER-
05/MBU/2013, tanggal 1 Mei 2013
tentang Perubahan kedua atas Peraturan
Menteri Negara Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) Nomor : PER-
20/MBU/2012, tanggal 27 Desember
2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Negara Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) Nomor: PER-
05/MBU/2007, tanggal 27 April 2007
tentang Program Kemitraan Badan Usaha
Milik Negara dengan usaha kecil dan
Program Bina Lingkungan.
5) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) Nomor : PER-
20/MBU/2012, tanggal 27 Desember
2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Negara Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) Nomor: PER-
5/MBU/2007, tanggal 27 April 2007
tentang Program Kemitraan Badan Usaha
Milik Negara dengan usaha kecil dan
Program Bina Lingkungan.
6) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha
Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007
tentang Program Kemitraan Badan Usaha
Milik Negara dengan Usaha Kecil dan
Program Bina Lingkungan.
7) Surat Edaran Menteri Negara Badan
Usaha Milik Negara Nomor SE-
07/MBU/2007 tentang Pelaksanaan
Program Kemitraan dan Bina Lingkung-
an dan Penerapan Pasal 74 Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas.
2.6. Infrastruktur Perdesaan
Kebutuhan pokok manusia pada
umumnya dan manusia di perdesaan pada
khusunya dapat dibedakan menjadi 2
kelompok. Pertama, meliputi kebutuhan
akan kecukupan tingkat rumah-rumah
tangga yang dapat dinyatakan dapat
memenuhi persyaratan untuk hidup. Kedua,
yang meliputi kebutuhan berupa sarana
prasarana dasar kehidupan masyarakat
dalam makna luas, seperti: air minum,
kesehatan, pendidikan, sanitasi lingkungan,
angkutan umum (Daldjoeni, 1998). Dari
kedua kebutuhan tersebut harus berjalan
bersamaa-sama, tetapi diprioritaskan adalah
penyediaan kebutuhan sarana prasarana
sebagai dasar pemenuhan kebutuhan hidup
yang lain.
Cara yang digunakan di Indonesia
dalam membangun desa, adalah mening-
katkan desa swadaya (tradisional) menjadi
desa swasembada (maju) melalui desa
swakarsa (transisi), diadakan peningkatan
kegiatan sosial ekonomi serta membangun
prasarananya yang diperlukan, sehingga
pendapatan perkapita bertambah. Indikator
dalam menilai tipologi desa tadi (swadaya,
swakarsa, swasembada) adalah: alam,
manusia, letak desa, mata pencaharian,
produksi, adat, kelembagaan, pendidikan,
swadaya, gotong royong, prasarana dan
administrasi.
Sesuai dengan Keputusan Presiden
Nomor 21 Tahun 1984 dan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun
1984 dan tindak lanjutnya sampai terbentuk
Tim Teknis Penyempurnaan Tipologi dan
Klasifikasi Tingkat Perkembangan Desa
pada tahun 1986, oleh Tim tersebut
dihasilkan ketentuan baru tahun 1986 dan
diberlakukan sejak Juli 1987 (berdasarkan
surat Direktur Jenderal Pembangunan Desa
tanggal 30 Juli 1987 Nomor 414.1/1289),
sehingga ada Tipologi dan Klasifikasi
Tingkat Perkembangan Desa yang sekarang.
Dari keterangan tersebut diatas dapat
dikategorikan ada beberapa kebutuhan dasar
infrastruktur perdesaan dalam pembangunan
infrastruktur perdesaan, yaitu:Transportasi
desa, Air bersih, Listrik, Perumahan, Irigasi,
dan Komunikasi.
Dengan tercukupinya kebutuhan dasar
infrastruktur perdesaan diharapkan kecukup-
an tingkat rumah-rumah tangga dapat
memenuhi persyaratan untuk hidup yang
layak, kegiatan sosial ekonomi meningkat,
sehingga kualitas pendidikan, kesehatan dan
ekonomi meningkat.
Sebagai salah satu konsep pola pikir,
dibawah ini diilustrasikan diagram
sederhana bagaimana peran infrastruktur.
Diagram ini menunjukkan bahwa secara
ideal lingkungan alam merupakan pendu-
kung dari sistem infrastruktur, dan sistem
ekonomi didukung oleh sistem infrastruktur.
Sistem sosial sebagai obyek dan sasaran
didukung oleh sistem ekonomi.
Gambar 2.1. Hubungan Antara Sistem
Sosial, Ekonomi, Infrastruktur
danLingkungan Alam yang Harmoni (Grigg,
1988)
Dari gambar di atas dapat dikatakan
bahwa lingkungan alam merupakan
pendukung dasar dari semua sistem yang
ada. Peran infrastruktur sebagai mediator
antara sistem ekonomi dan sosial dalam
tatanan kehidupan manusia dengan
lingkungan alam menjadi sangat penting.
Infrastruktur yang kurang (bahkan tidak)
berfungsi akan memberikan dampak yang
besar bagi manusia. Sebaliknya,
infrastruktur yang terlalu berlebihan untuk
kepentingan manusia tanpa
memperhitungkan kapasitas daya dukung
lingkungan akan merusak alam yang pada
hakekatnya akan merugikan manusia
termasuk makhluk hidup yang lain.
Berfungsi sebagai suatu sistem pendukung
sistem sosial dan sistem ekonomi, maka
infrastruktur perlu dipahami dan dimengerti
secara jelas terutama bagi penentu
kebijakan.
3. METODOLOGI PENELITIAN




















Sintang Raya yang berlokasi di Kecamatan
Kubu, karena perusahaan ini
merupakankorporasi yang bergerak di
bidang perkebunan sawit yang memberikan
dampak terhadap kehidupan masyarakat.
Selain itu korporasi tersebut dituntut
mengimplemen- tasikanCSRsesuai dengan
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007






Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 dan
Peraturann Daerah Kabupaten Kubu Raya


























dang-Undang No. 40 Tahun 2007 pasal
74,Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 47 Tahun 2012 dan Peraturann
Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4
Tahun 2016.















primerberupakata-kata, tindakan subjek serta
gambaran ekspresi, sikap dan pemahaman































3.4. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini, yaitu:































Informasi data yang diperlukan dalam
penelitian ini juga penulis peroleh dari studi
dokumentasi. Sebelum penelitian lapangan,
penulis telah melakukan telaah terhadap
buku literatur, majalah, jurnal, hasil seminar,
artikel baik yang tersedia dalam media on-
line (internet) maupun yang ada dalam
perpustakaan.














b. Telefon genggam (Handphone)
c. Alat tulis.























































































4. PENGOLAHAN DATA DAN
PEMBAHASAN
4.1. Implementasi CSR pada PT. Sintang
Raya
Sebagai salah satu perusahaan swasta
di Kabupaten Kubu Raya, PT. Sintang Raya
juga tidak luput dari upaya untuk memper-
hatikan dan meningkatkan kesejahteraan,
baik kesejahteraan karyawannya sendiri,
maupun kesejahteraan masyarakat di sekitar
wilayah usahanya, sebagai wujud dari
pertanggungjawaban sosial dari perusahaan.
Meskipun perusahaan selama ini tidak
pernah luput dalam memperhatikan masya-
rakat sekitarnya, namun diakui oleh
informan, perhatian itu semakin kuat di era
reformasi ini. Hal tersebut antara lain
desababkan oleh adanya perubahan iklim
dan suasana masyarakat Indonesia saat ini,
khususynya masyarakat yang ada di sekitar
operasi perusahaan.
Menurut informan, program CSR
yang dilakukan oleh PT. Sintang Raya
cukup bervariasi, mulai dari memberikan
bantuan sumbangan kepada masyarakat,
bantuan pendidikan, bantuan kesehatan,
pembangunan sarana dan prasarana fisik,
bantuan kegiatan adat, keagamaan,
kepemudaan, lingkungan, dan sebagainya.
Beragamnya bentuk kegiatan tersebut
merupakan perwujudan dari ragam
permintaan dan kebutuhan masyarakat, dan
untuk membantu pemerintah dalam rangka
mewujudkan cita-citanya untuk mensejah-
terakan rakyatnya.
4.2. Dasar Hukum Program Tanggung
Jawab Sosial PT. Sintang Raya
Menurut informan, ada beberapa
regulasi yang dijadikan dasar dalam
implementasi CSR ini, yaitu :
1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas
2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Perseroan Terbatas, dan
3) Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan
Perusahaan.
Disamping dasar hukum berupa
regulasi yang dibuat oleh pemerintah,
keputusan pihak manajemen untuk
menjalankan program ini merupakan dasar
untuk mengimplementasikan program ini.
4.3. Model Implementasi CSR Pada PT.
Sintang Raya
Dalam mengimplementasikan CSR,
PT. Sintang Raya hanya berdasarkan dari
pengajuan proposal dari masyarakat untuk
kegiatan-kegiatan seperti pembangunan
sarana dan prasarana fisik, bantuan kegiatan
adat, keagamaan, kepemudaan, lingkungan,
dan sebagainya. Proposal yang diajukan ke
perusahaan harus mengetahui dan mendapat
persetujuan dari Aparat Desa. Proposal yang
diajukan kepada perusahaan untuk selanjut-
nya diserahkan kepada Bagian Humas untuk
dievaluasi. Evaluasi dilakukan oleh perusa-
haan sendiri tanpa meminta pihak eksternal
sebagai konsultannya. Dalam melakukan
evaluasi terhadap proposal, tim dari
perusahaan juga akan melakukan survei,
terutama untuk bantuan yang bersifat
pengadaan sarana dan prasarana fisik.
Sedangkan untuk kegiatan kepemudaan dan
keagamaan, survey tidak dilakukan.
Pendanaan terhadap proposal yang diajukan
juga disesuaikan dengan kemampuan
keuangan perusahaan. Tidak semua proposal
dapat dibiayai karena jumlahnya sangat
banyak sekali. Untuk itu tim yang
ditugaskan untuk menilai proposal tersebut
harus benar-benar dapat menilai mana yang
layak untuk dibantu atau tidak. Kriteria
utama yang menjadi penilaian adalah
masyarakat (individu) yang mengajukan
proposal apakah berdomisili di sekitar area
perusahaan atau tidak. Kalau tidak, maka
proposal biasanya langsung ditolak alias
tidak dibiayai, kecuali proposal yang
diajukan dianggap sangat diperlukan.
Proposal yang telah disetujui akan
diberikan bantuan. Penyerahan bantuan
dilakukan langsung oleh perusahaan kepada
pihak-pihak yang mengajukan permohonan
bantuan. Untuk kegiatan yang beruapa
pembangunan sarana dan prasarana fisik,
bantuan tidak diberikan dalam bentuk uang,
namun dilakukan langsung oleh perusahaan.
Menurut informan, hal ini dilakukan untuk
menghindari penyalahgunaan. Fenomena
tersebut merupakan gambaran melemahnya
elemen modal sosial (social capital) di
tengah-tengah masyarakat kita, khususnya
elemen saling percaya (trust).
Berikut ini adalah program kegiatan CSR
perusahaan dalam pembangunan sarana dan
prasarana fisik (infrastruktur desa).
Melihat dari data-data realisasi CSR
yang diperoleh dari PT. Sintang Raya dan
dari hasil verifikasi di lapangan, ternyata
bentuk implementasi CSR PT. Sintang Raya
sebagian besar masih berupa bantuan-
bantuan sosial seperti sumbangan-
sumbangan kegiatan, baik sumbangan
kegiatan keagamaan, kegiatan hari besar,
kegiatan kepemudaan, kegiatan adat dan
lain-lain. Sedangkan bentuk implementasi
CSR yang berbentuk pembangunan
infrastruktur perdesaan masih sangat kecil.
Dari temuan penelitian yang telah
dipaparkan pada sub bab sebelumnya serta
merujuk dari tinjauan pustaka,
menggambarkan bahwa pola implementasi
CSR PT. Sintang Raya adalah model
implementasi “Keterlibatan Langsung”,
dimana perusahaan menjalankan program
CSR secara langsung dengan menyeleng-
garakan sendiri kegiatan sosial atau
menyerahkan sumbangan ke masyarakat
tanpa perantara. Untuk menjalankan tugas
ini, PT. Sintang Raya menugaskan salah satu
pejabat seniornya.




Meskipun CSR telah menjadi isu
hangat di Indonesia akhir-akhir ini, namun
sebagian besar responden penelitian ini 62
Responden (82,67 pesrsen) mengatakan
tidak pernah mendengar dan mengetahui
istilah CSR (Corporat Social
Responsibility), dan hanya 13 Responden
(17,33 pesrsen) responden yang mengatakan
pernah mendengar dan mengetahui istilah
CSR. Temuan ini menunjukkan bahwa
istilah CSR belum familiar di kalangan
responden/ masyarakat penerima bantuan
CSR, apalagi bagi masyarakat yang tidak
menerima bantuan dari perusahaan.
Pertanyaan lebih lanjut kepada
responden memberi informasi bahwa
sebagian besar (78,67 persen) responden
menyatakan bahwa mereka tidak
mengetahui adanya program bantuan dari
perusahaan malaui CSR untuk pembangunan
infrastruktur perdesaan. Hanya sebagian
kecil (21,33 persen) saja dari responden
yang menyatakan mengetahui adanya
bantuan dari perusahaan untuk
pembangunan infrastruktur perdesaan
walaupun sebagian dari mereka tidak tahu
bahwa bantuan itu adalah program CSR.
Bagi kelompok besar ini mereka
beranggapan bahwa perusahaan hanya
bertanggung jawab pada karyawannya saja,
tetapi tidak dengan masyarakat sekitarnya.
Sedangkan kelompok kecil responden yang
mengetahui bahwa perusahaan memiliki
program untuk membantu masyarakat
sekitar adalah mereka yang mengajukan
proposal untuk mendapatkan bantuan
tersebut.
Hasil wawancara dengan informan
(tokoh masyarakat) menyebutkan bahwa,
tidak semua masyarakat mengetahui bahwa
perusahaan memiliki program untuk
membantu masyarakat sekitar, sehingga
masih banyak masyarakat yang tidak
mengajukan proposal ke perusahaan,
padahal seringkali mereka yang tidak
mengetahui inilah yang seharusnya lebih
layak dibantu.
Informan ini juga mengatakan bahwa selama
ini kami hanya menanti saja kemurahan hati
perusahaan. Dan kalaupun kami sudah tahu
seperti sekarang ini ada bantuan dari
perusahaan, kami juga tidak mampu
membuat proposal permohonan bantuan
seperti yang bapak sebutkan. Pernyataan
informan tersebut menggambarkan bahwa
implementasi tanggung jawab sosial
perusahaan (CSR) terhadap masyarakat
sekitar belum disosialisasikan dengan baik
kepada masyarakat. Hal ini yang mengun-
dang adanya tudingan dari sekelompok
masyarakat bahwa bantuan yang diberikan
oleh perusahaan kepada masyarakat tidak
transparan, Keadaan ini dapat memicu
konflik-konflik horizontal di tingkat masya-
rakat, konflik tersebut sebenarnya tidak
perlu terjadi bila warga masyarakat
mendapat penjelasan yang baik dari pihak




Pelaksanaan dan Manfaat CSR
Bagi responden yang pernah
mendapatkan bantuan dari program
tanggung jawab sosial perusahaan, baik
yang sifatnya pembangunan infrastruktur,
sumbangan, maupun bantuan material
bangunan, hanya sebagian kecil (21,33
persen) responden berpendapat bahwa
bantuan yang diberikan oleh perusahaan
sangat bermanfaat bagi mereka, dan
sebagian besar (78,67 persen) yang
mengatakan tidak bermanfaat.
Hasil pendalaman pertanyaan
terhadap responden yang menyatakan bahwa
bantuan yang diberikan tidak bermanfaat
menyebutkan bahwa perusahaan hendaknya
menanyakan terlebih dahulu apa yang
menjadi kebutuhan warga yang akan dibantu
sehingga bantuan yang diberikan dapat
membantu meningkatkan perekonomian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa
sebagian besar (73,33 persen) responden
menginginkan agar perusahaan menanyakan
terlebih dahulu apa yang diperlukan
masyarakat sebelum bantuan diberikan, dan
hanya 26,67 persen yang menyatakan
perusahaan tidak perlu menanyakan lebih
dahulu keperluan masyarakat, dengan alasan
perusahaan dan pemerintah lebih tahu apa
yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Salah seorang responden yang
menyatakan perlu menanyakan terlebih
dahulu apa keperluan masyarakat mengata-
kan bahwa:”Bagi kami yang penting
sebenarnya bagaimana kami atau anak-anak
kami dapat bekerja di perusahaan itu, jangan
yang bekerja di perusahaan itu orang-orang
luar, sementara warga di kampung ini masih
banyak yang pengangguran, bukan cuma
sekedar bantuan-bantuan sumbangan, karena
kamilah yang paling terkena dampak
perusahaan”.
Jawaban tersebut sesungguhnya menyiratkan
antara lain: pertama, perlu ada perbaikan
dalam mekanisme penyaluran bantuan, yaitu
dengan terlebih dahulu melakukan need
assesment misalnya, atau dengan melakukan
pemetaan kebutuhan terlebih dahulu; kedua,
perlu ada skala prioritas bagi warga yang
bersentuhan langsung dengan perusahaan
dalam hal rekruitmen tenaga kerja.
Meskipun dari sebagian kecil responden
menyatakan bahwa bantuan yang diberikan
oleh perusahaan sangat memberi manfaat
bagi mereka, namun ketika ditanya lebih
lanjut pandangan mereka, apakah bantuan
yang diberikan oleh perusahaan dapat
mengurangi penduduk miskin, jumlah
responden yang mengatakan ”tidak dapat”
meningkat menjadi 67 responden (89,33
persen) dari 75 responden yang menjadi
populasi penelitian. Temuan ini menggam-
barkan bahwa implementasi CSR yang
dilakukan masih belum berkenan/sesuai
dengan harapan masyarakat. Persepsi
responden yang seperti itu mengisyaratkan
bahwa masih harus dilakukan perbaikan-





Seperti telah disebutkan pada bagian
sebelumnya, bentuk kegiatan CSR yang
dilakukan oleh PT. Sintang Raya sangat
beragam, mulai dari pembangunan sarana
dan prasarana fisik, sumbangan, maupun
bantuan material bangunan. Dari sejumlah
bentuk kegiatan CSR yang dilakukan
perusahaan, penelitian ini menemukan
bahwa bentuk kegiatan yang paling
diinginkan dari program CSR seperti terlihat
pada Tabel 4.1.


























Sumber : Kuisioner Penelitian, 2017
Tabel 4.1., memperlihatkan bahwa
sebagian besar responden (78,67 persen)
menginginkan bentuk kegiatan (program)
CSR adalah sarana dan prasarana fisik,
Sebagian kecil dari responden, yaitu masing-
masing 16,00 persen dan 5,33 persen
menginginkan bentuk kegiatan CSR adalah
sumbangan dan bantuan material. Temuan
penelitian ini menunjukkan bahwa sarana
dan prasarana fisik merupakan bentuk
kegiatan CSR yang paling banyak
diinginkan oleh responden. Alasan utama
mengapa mereka memilih sarana dan
prasarana fisik yang diinginkan, bahwa
menurut mereka sarana dan prasarana fisik
dapat dinikmati oleh masyarakat luas,
sedangkan bantuan sumbangan hanya
dinikmati oleh sebagian masyarakat saja.
Menurut informan (aparat desa) menyebut-
kan bahwa :”Bentuk kegiatan CSR
hendaknya lebih menyentuh masyarakat
banyak, sehingga bantuan untuk sarana dan
prasarana fisik yang dapat dinikmati banyak
orang hendaknya menjadi prioritas di-
samping untuk kegiatan sumbangan yang
sifatnya lebih kepada perorangan atau
kelompok. Bila bantuan tidak menyentuh
masyarakat banyak, sering terjadi protes dari
masyarakat, bahwa bantuan diberikan tidak
objektif (KKN), padahal kepala desa hanya
memfasilitasi saja, yang membuat proposal
permohonan adalah perorangan atau
kelompok, dan perusahaanlah yang
menentukan proposal mana yang diterima”.
Informasi (data) tersebut sesungguh-
nya mengisaratkan bahwa aparat desa tidak
ingin ambil pusing dengan bantuan yang
diberikan oleh perusahaan. Bila bantuan
dalam bentuk sarana dan prasarana fisik,
seperti jalan, jembatan dan rumah ibadah
misalnya, maka tidak ada klaim dari
masyarakat, karena semua kelompok sosial
yang ada di masyarakat dapat menikmati-
nya. Namun bila bantuan itu yang dipilih,
sesungguhnya tidak berefek langsung bagi
peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Artinya, akar permasalahan yang membe-
lenggu masyarakat Indonesia, yaitu kemis-
kinan, tidak dapat dieliminir. Diyakini pula
bahwa perusahaan yang mampu membentuk
dan memelihara citra yang baik akan
menjadi perusahaan (korporat) yang dapat
berkelanjutan (sustainable).
4.5. Infrastruktur Yang Dibangun
Melalui Program CSR
Berdasarkan data-data yang penulis
peroleh dari PT. Sintang Raya, ada bebarapa
infrastruktur yang dibangun oleh pihak
perusahaan melalui program CSR, berupa :
1) Pembangunan Jalan Desa Ambawang
Pembangunan Jalan Desa Ambawang
dilaksankan pada tahun 2014, sepanjang
2.000 meter dengan anggaran biaya sebesar
Rp.156.146.000,00. Pembangunan jalan
tersebut  dilaksankan oleh pihak perusahaan
secara swakelola dengan waktu pelaksanaan
pekerjaan ± 2 minggu.
Berdasarkan informasi yang penulis
peroleh dari Kepala Desa Ambawang,
bahwa lokasi pembangunan jalan terletak di
Dusun Kuala Ambawang. Jalan tersebut
merupakan jalan akses masyarakat Dusun
Ambawang menuju Kantor Desa Ambawang
dan menuju kota kecamatan Kubu.
Dari hasil penelitian di lapangan,
pembangunan jalan di Desa Ambawang
berupa perkerasan jalan dengan timbunan
pilihan (tanah laterit) dengan dimensi
timbunan sebagai berikut :
- Panjang ruas jalan yang ditimbun 2.000
meter.
- Lebar badan jalan yang ditimbun4,00
meter.
- Tebal timbunan0,15 meter.
Dalam pekerjaan penimbunan jalan
ini, pihak perusahaan tidak melaksanakan
pengujian atau pengetesan terhadap hasil
pekerjaan timbunan.
2) Penimbunan Jalan dan Pembangunan
Jembatan di Desa Pelita Jaya
Penimbunan Jalan dan Pembangunan
Jembatan di Desa Pelita Jaya dilaksankan
pada tahun 2016 dengan total anggaran
biaya sebesar Rp.70.000.000,00.
Pembangunan jalan dan jembatan tersebut
dilaksankan oleh pihak perusahaan bersama
masyarakat desa dengan waktu pelaksanaan
pekerjaan ± 1 bulan. pekerjaan penimbunan
jalan dan pembangunan jembatan terletak di
Dusun Suka Raja pada ruas jalan antara
Tersier 35A sampai dengan Tersier 36A.
Dari hasil penelitian di lapangan
pekerjaan penimbunan jalan di sini berupa
pelebaran jalan tanggul pada sisi saluran
dengan menggunakan material yang diambil
dari galian saluran sekunder sepanjang 400.
Sedangkan untuk pembangunan jembatan
sebanyak 2 unit.Pembangunan jembatan ini
merupakan jembatan sederhana yang
dibangun bersebelahan dengan jembatan
lama dan hanya dilewati kendaraan roda dua
saja. Jembatan dibangun dengan ukuran
panjang 10,00 meter, lebar 3,00 meter dan
tebal lantai 0,12 meter.
Struktur jembatan yang dikerjakan
berupa struktur jembatan komposit kayu dan
beton. Untuk struktur bangunan bawah
menggunakan material kayu kelas I (kayu
belian) dengan ukuran yang bervariasi,
sedangkan untuk struktur bangunan atas
(lantai jembatan) menggunakan material
beton bertulang dengan mutu beton yang
direncankan K225. Dalam pekerjaan
jembatan ini pihak perusahaan tidak
melakukan pengujian terhadap kekuatan
beton, hanya pengacu kepada job mix yang
dibuat oleh pelaksana teknis perusahaan.
3) Pembangunan Kantor Desa
Mengkalang
Berdasarkan informasi yang penulis
dapatkan dari Kepala Desa Mengkalang,
pembangunan kantor Kepala Desa dibangun
di Dusun Berkah Desa Mengkalang, di lahan
kantor desa lama, hanya letak bangunannya
saja yang dibangun agak mundur ke
belakang dari bangunan kantor lama.
Kantor Desa Mengkalang dibangun
pada tahun 2016 dengan total anggaran
biaya sebesar Rp. 241.400.000,00 yang
bersumber dari dana ADD (Anggaran Dana
Desa) sebesar Rp. 166.400.000,00 dan dana
bantuan dari perusahaan sebesar Rp.
75.000.000,00 sebagai implementasi
program CSR perusahaan. Pembangunan
kantor desa ini dilaksanakan atau dikerjakan
oleh pihak Kepala Desa dengan waktu
pengerjaan selama ± empat bulan, mulai dari
tahap perencaan (design), tahap pelaksanaan
sempai dengan selesainya pekerjaan
pembangunan. Dalam pembangunan kantor
desa, selain memberikan bantuan dana untuk
pembangunan, pihak perusahaan juga
melakukan pengawasan (monitoring)
terhadap pembangunan tersebut sampai
dengan selasai pelaksanaan pekerjaan.
Kantor desa dibangun satu lantai
dengan luas bangunan ±102 meter persegi
dengan tinggi bangunan 3,50 meter.
Pembangunan kantor ini dibangun
menggunakan struktur beton bertulang.
Dalam pekerjaan pembangunan
kantor ini tidak dilakukan pengujian
terhadap mutu beton yang direncankan,
tetapi seluruh item pekerjaan yang
dikerjakan dalam pembangunan kantor desa
semua telah mengacu kepada gambar dan
ketentuan teknis yang direncanakan.
5. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1.Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang
telah diuraikan sebelumnya, maka dapat
dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai
berikut :
1. Dalam pelaksanaan tanggung jawab
sosial perusahaan atau CSRPT. Sintang
Raya secara umum sudah dilaksanakan
berdasar ketentuan yang berlaku yakni
ketentuan Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
sebagai peraturan yang memayungi
pelaksanaan tanggung jawab sosial
perusahaan atau CSR di Indonesia dan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Perseroan Terbatas dan
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan Perusaha-
an sebagai peraturan pelaksanaannya.
Namun masih terdapat kelemahan dan
kekurangan dalam pelaksanaanya,
yaitutidak terdapatnya program dan
kegiatan pengembangan masyarakat
(Comunity Development) di sekitar
daerah yang terkena dampak langsung
dari operasio-nal perusahaannya, tidak
adanya program dan kegiatan yang
berdampak posititif yang signifikan
darioperasional perusahaannya, dan
hanya sebagian kecil dari pelaksanaan
tanggung jawab sosial perusahaan atau
CSR dibidang pembangunan infrastruktur
yang dilaksanakan oleh PT. Sintang
Raya.
2. Model implementasi CSR PT. Sintang
Raya adalah model implementasi
“Keterlibatan Langsung”, dimana
perusahaan menjalankan program CSR
secara langsung dengan menyelengga-
rakan sendiri kegiatan sosial atau
menyerahkan sumbangan ke masyarakat
tanpa perantara (lembaga sosial).
3. Sebagian besar masyarakat menyatakan
bahwa mereka tidak mengetahui adanya
program bantuan dari perusahaan malaui
CSR untuk pembangunan infrastruktur
perdesaan. Hanya sebagian kecil saja dari
masyarakat yang menyatakan mengetahui
adanya bantuan dari perusahaan untuk
pembangunan infrastruktur perdesaan
walaupun sebagian dari mereka tidak
tahu bahwa bantuan itu adalah program
CSR dari perusahaan. Temuan ini
menunjukkan bahwa istilah CSR belum
familiar di kalangan
responden/masyarakat penerima bantuan
CSR, apalagi bagi masyarakat yang tidak
menerima bantuan dari perusahaan.
4. Bagi masyarakat yang pernah
mendapatkan bantuan dari program
tanggung jawab sosial perusahaan, baik
yang sifatnya pembangunan infrastruktur,
sumbangan, maupun bantuan material
bangunan, hanya sebagian kecil yang
berpendapat bahwa bantuan yang
diberikan oleh perusahaan sangat
bermanfaat bagi mereka, dan sebagian
besar yang mengatakan tidak bermanfaat
serta tidak dapat mengurangi penduduk
miskin. Menurut mereka hendaknya
pihak perusahaan menanyakan terlebih
dahulu apa yang menjadi kebutuhan
warga yang akan dibantu sehingga
bantuan yang diberikan dapat membantu
meningkatkan perekonomiannya.
Temuan ini menggambarkan bahwa
implementasi CSR yang dilakukan masih
belum berkenan/sesuai dengan harapan
masyarakat. Persepsi yang seperti itu
mengisyaratkan bahwa masih harus
dilakukan perbaikan-perbaikan dalam
implementasi tanggung jawab sosial
perusahaan,
5. Sebagian besar masyarakat mengingin-
kan bentuk kegiatan (program) CSR
adalah pembangunan infrastruktur.
Alasan utama mengapa mereka memilih
pembangunan sarana dan prasarana fisik
yang diinginkan, bahwa menurut mereka
kegiatan dapat dinikmati oleh masyarakat
luas, sedangkan bantuan sumbangan
hanya dinikmati oleh sebagian
masyarakat saja. Bentuk kegiatan CSR
hendaknya lebih menyentuh masyarakat
banyak, sehingga bantuan untuk
pembangunan sarana dan prasarana fisik
yang dapat dinikmati banyak orang
hendaknya menjadi prioritas disamping
untuk kegiatan sumbangan yang sifatnya
lebih kepada perorangan atau kelompok.
Bila bantuan tidak menyentuh
masyarakat banyak, sering terjadi protes
dari masyarakat, bahwa bantuan
diberikan tidak objektif (KKN).
6. Infrastruktur-infrastruktur yang dibangun
PT. Sintang Raya melalui program CSR
pada tiga lokasi penelitian (Desa
Ambawang, Desa Pelita Jaya dan Desa
Mengkalang) adalah sebagai berikut :
a. Pembangunan jalan Desa Ambawang
sepanjang 2.000 meter yang
dilaksankan pada tahun 2014 dengan
anggaran biaya pekerjaan sebesar
Rp. 156.146.000,00.
b. Penimbunan Jalan dan Pembangunan
Jembatan di Desa Pelita Jaya yang
dilaksankan pada tahun 2016 dengan
anggaran biaya pekerjaan sebesar
Rp. 70.000.000,00.
c. Pembangunan kantor Kapala Desa
Mengkalang yang dilaksankan pada
tahun 2016 dengan anggaran biaya
pekerjaan sebesar Rp. 75.000.000,00.
7. Untuk melaksanakan tanggung jawab
sosial perusahaan atau CSR maka
perusahaan harus mengakui bahwa
permasalahan masyarakat adalah milik
mereka juga. Tidak hanya itu, perusahaan
juga harus bersedia menanganinya. Itu
dasarnya untuk melaksanakan tanggung
jawab sosial perusahaan atau CSR. Jadi
hanya dengan mengakui masalah apa
yang ada di masyarakat dan itu menjadi
bagian mereka, maka CSR lebih mudah
dilakukan. Sebab suatu rencana strategis
dibelakang program-rogram CSR bisa
jadi akan memberi kontribusi bagi
pengurangan kemiskinan dan
ketidakadilan sosial di masyarakat.
8. Tanggung jawab sosial perusahaan atau
CSR sangat bermanfaat untuk
masyarakat dan dapat meningkatkan
image perusahaan. Jadi, seharusnya dunia
usaha tidak hanya memandang CSR
sebgai suatu tuntutan represif dari
masyarakat, melainkan sebagai
kebutuhan dunia usaha.Dengan
menerapkan kegiatan CSR secara
sistemik dan terpadu, diharapkan
keberkelanjutannya dapat memberikan
kontribusi positif terhadap peningkatan
kualitas lingkungan hidup masyarakat.
Dua masalah utama yang harus segera
dihapus bersama agar martabat orang
Indonesia tetap tegak berdiri.
5.2. Saran
Berdasarkan hasil seluruh proses
penelitian yang telah diuraikan sebelumnya,
maka dapat dikemukakan beberapa saran
sebagai berikut :
1. Pihak perusahaan hendaknya melakukan
diskusi dengan Aparat Pemerintahan
(Bupati dan Aparat Perencana Daerah)
terkait dengan kegiatan-kegiatan atau
program-program yang akan dan
mungkin untuk dilaksanakan oleh
perusahaan. Bila ini dilakukan, maka
akan terjadi sinergi pembangunan di
daerah, dan percepatan pencapaian Visi
dan Misi Pemerintah Daerah niscaya
akan dapat diwujudkan.
2. Upaya membangun kerja sama antara
Pemerintah Daerah dengan perusahaan
hendaknya disiapkan secara matang dan
profesional, terutama dalam menjalin
komunikasi untuk mewujudkan kerja
sama. Inisiatif pendekatan komunikasi,
terutama pada tahap awal, sebaiknya
dilakukan secara langsung kepada
perusahaan-perusahaan yang melaksana-
kan program CSR. Hal ini akan
menimbulkan efek reaksi yang lebih
positif dibanding bila mengundang
semua perusahaan dalam satu forum
pertemuan bersama.
3. Diharapkan kepada Aparat Pemerintahan
(istansi terkait) hendaknya melakukan
fungsi kontrol terhadap pelaksanaan
program CSR yang dilaksanakan oleh
perusahaan sesuai dengan Undang-
Undang dan Peraturan Pemerintah.
4. Pihak perusahaan hendaknya melaksana-
kan program dan kegiatan pengembangan
masyarakat (Comunity Development)
khususnya pada desa-desa binaan, karena
desa-desa inilah yang terkena dampak
langsung dari operasional perusahaan,
agarprogram dan kegiatan (program)
berdampak posititif terhadap masyarakat
disekitar operasionalnya.
5. Dengan peluang dan tantangan yang
terbuka lebar untuk memanfaatkan
potensi dana program CSR yang sangat
besar, maka Aparat Desa hendaknya
semakin kreatif merumuskan berbagai
persiapan, khususnya pada desa-desa
binaanPT. Sintang Raya, terutama dalam
upaya menggalang kerja sama dengan
perusahaan dalam pembangunan
infrastruktur perdesaan.
6. Untuk dapat mencakup seluruh kepen-
tingan dari para stakeholders baik berupa
karyawan, masyarakat maupun pemerin-
tah, maka diperlukan analisis untuk
mengetahui kepentingan-kepentingan apa
saja yang dibutuhkan oleh para
stakeholders. Pertimbangan maupun
kebijakan yang diperoleh berdasarkan
analisis dan pendekatan stakeholders,
akan tepat sasaran dan dapat memuaskan
stakeholders. Pelaksanaan program CSR
perusahaandalam bentuk ini dapat
menguntungkan kedua belah pihak,
karena selain stakeholders dapat
tercukupi kepentingannya, perusahaan-
pun juga memperoleh keuntungan berupa
penilaian positif dari masyarakat terha-
dap perusahaan yang berdampak pada
kepercayaan yang diberikan masyarakat
bagi perusahaan.
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